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ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh
(Sri Rahayu, Yunisca Nurmalisa, Berchah Pitoewas)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan persepsi
masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009 di
desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  kuantitatif
Populasi penelitian ini adalah di masyarakat Desa Bahway yang berjumlah 338
orang dengan sampel yang diambil sebanyak (10%) dari populasi yaitu 33
responden.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat tentang pelanggaran lalu lintas
berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009 di desa bahway kecamatan balik bukit kabupaten
lampung barat adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki
pemahaman, tanggapan, dan harapan yang positif terhadap penerapan peraturan lalu
lintas.

Kata Kunci: lalu lintas, pelanggaran, persepsi.
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I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh era globalisasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di

masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua

negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan

penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti  dengan  perkembangan

perekonomian masyarakatnya. Perkembangan perekonomian tersebut secara

signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu

daerah ke daerah  lain.

Setiap orang dinamis. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika

hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang

lain. Jarak tempat yang akan ditempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan

terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu modal

transportasi. Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk

memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional,

dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan

nasioanal berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan

tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan

pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat  menjadi UNDANG-

UNDANGLLDAJ)  sebagai pengganti  Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 1992
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Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi

masyarakat Indonesia.

Lalu lintas merupakan topik pembahasan yang sangat menarik untuk

diperbincangkan. Di dalamnya tergambar suasana yang semrawut, ruwet, penuh

dengan ketidaksempurnaan serta sikap individualistis yang tinggi. Kondisi seperti

ini bukan hanya terjadi si era modern, dimana pertumbuhan kendaraan yang ada

di jalanan sudah sangat pesat. Namun, sejak Indonesia belum merdeka, lalu lintas

sudah dianggap sebagai sebuah persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus.

Sebelum kemerdekaan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas.

Undang-undang ini dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda yang pada saat itu

berkuasa di Indonesia.

Aturan Lalu Lintas dikeluarkan sejak 11 November 1899. Meski demikian,

peraturan ini baru resmi diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1990, sejak saat itu

peraturan tentang lalu lintas terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai

dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Pada tahun 1992 pemerintah

bersama DPR membahas Undang-Undang baru yang dianggap sesuai dengan

kondisi saat itu. Peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No.14

Tahun 1992. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan beberapa ketentuan

yang disertai ancaman tegas bagi para pelanggar seperti ancaman denda yang

cukup besar.

Akibatnya, banyak masyarakat yang merasa keberatan atas pemberlakuan

Undang-Undang tersebut. Penolakan ini diwujudkan dengan gerakan mogok

masal angkutan umum di hampir seluruh wilayah di Indonesia.
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Seiring berkembangnya era reformasi yang terjadi pada berbagai sektor, hal ini

pun berimbas pada peraturan yang diberlakukan dibidang lalu lintas.

Pada tahun 2009,peraturan yang baru mulai diperkenalkan kepada masyarakat.

Melalui Undang-Undang No.22 Tahun 2009, pemerintah dan DPR mencoba

mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat terkait

dengan masalah lalu lintas.

Di Indonesia Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan

angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan lalu

lintas dan angkutan jalan saat ini. Artinya undang-undang ini perlu diganti dengan

undang-undang yang baru. Pada tanggal 22 Juni tahun 2009 pemerintah telah

mengeluarkan undang-undang terbaru tentang lalu lintas, yaitu UNDANG-

UNDANG No.22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang

diharapkan akan memberikan payung hukum bagi ketertiban berlalu lintas di jalan

raya.

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan sejumlah peraturan yang harus ditaati

oleh setap mereka yang beraktivitas di jalan dengan menggunakan kendaraan

bermotor. Baik mereka yang menggunakan kendaraan rod dua, roda empat,

ataulebih. Semua pihak yang beraktivitas dijalan raya wajib mematuhi peraturan

tersebut jika tidak ingin dikenai sanksi dan denda dari pihak yang berwajib.

Diharapkan dengan adanya pemberlakuan undang-undang yang baru mengenai

lalu lintas, masyarakat mampu melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Hal ini

tentu hanya dapat dicapai oleh semua pihak yang mau menyadari dan menaati

peraturan yang telah dibuat tersebut.
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Pada kenyataanya ekspektasi berbanding terbalik dengan kenyataan. Di Indonesia

sendiri masih banyak sekali para pelaku pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Di

Lampung Barat tepatnya di Desa Bahway, banyak sekali masyarakat yang

melakukan pelangaran lalu lintas. Penyebab masyarakat melakukan pelanggaran

tersebut beragam diantaranya adalah ketidaktahuan akan peraturan atau belum

tersosialisasikannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini dengan baik,

kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas dan masih banyak

lainnya. Keadaan Masyarakatnya di Desa Bahway sudah cukup maju sebenarnya,

hanya saja kurangnya kesadaran diri yang membuat mereka melakukan

pelanggaran-pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa warga di desa tersebut,

kebanyakan mereka mengatakan “ kalau ditilang polisi ya dikasih uang saja

polisinya, pasti diem” inilah salah satu penyebab masyarakat menganggap enteng

akan undang-undang yang berlaku. Dalam hal apapun yang itu berkaitan dengan

lalu lintas mereka selalu menganggap remeh, karena anggapan mereka akan

oknum polisi yang dengan mudah mereka suap akan menyelesaikan masalah.

Termasuk berkaitan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau

STNKB, banyak warga yang tidak memilikinya, padahal sudah jelas disebutkan

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 68 ayat (1) “ setiap kendaraan

bermotor wajib dilengkapi dengn Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”, namun tetap saja banyak yang tidak

memilikinya.
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Pembuatan berbagai aturan mengenai lalu lintas merupakan upaya dan harapan

dari pemerintah untuk dapat menciptakan ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

Lebih dari itu dengan adanya aturan yang sifatnya memaksa tersebut, mampu

mencegah timbulnya berbagai kondisi yang tidak diinginkan.

Sebagaimana tujuan dari penetapan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, maka

segala kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas harus mampu memiliki

peran untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Apabila sarana transportasi

dan berlalu lintas sudah memiliki kualitas memadai secara otomatis mendukung

dinamika kehidupan masyarakat dengan segala mobilitasnya.

Ketertiban lalu lintas dapat dicapai apabila semua lapisan masyarakat sudah

memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya penerapan undang-undang

lalu lintas, termasuk masyarakat Desa Bahway harapannya.

Ketertiban lalu lintas harus menjadi gaya hidup agar setiap orang menyadari tertib

lalu lintas bukan sesuatu hal yang terpaksa. Pemerintah melalui Korps Lalu Lintas

atau Korlantas Polri, menciptakan sebuah jargon yang ditujukan kepada semua

orang agar mereka mau turut berperan serta di dalam proses penciptaan ketertiban

lalu lintas. Jargon yang dibuat Polri sendiri berbunyi “Jadilah Pelopor

Keselamatan Berlalu Lintas”.

Pada kenyataanya harapan pemerintah dan aparat kepolisian negara belum bisa

terwujud dengan baik, karena masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan

peraturan lalu lintas yang berlaku, termasuk salah satunya yaitu masyarakat di

Desa Bahway . maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul “ Persepsi Masyarakat Tentang Pelanggaran Lalu Lintas
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Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2009 di Desa Bahway

Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat diambil

fokus masalahnya sebagai berikut:

1. Banyaknya Pelanggaran Lalu Lintas

2. Kurangnya sosialisasi terhadap UNDANG-UNDANG No 22 Tahun 2009

3. Lemahnya penegakan hukum oleh polisi lalu lintas

4. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu

lintas

5. Persepsi Masyarakat terhadap polisi negatif

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah, maka penelitian ini dapat dirumuskan

permasalahan yaitu: Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Pelanggaran Lalu

Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Desa Bahway

Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana

Persepsi Masyarakat Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit

Kabupaten Lampung Barat.
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b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan konsep, teori, prinsip dan

prosedur dalam berlalu lintas agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

dan sebagai implementasi Pendidikan Kewarganegaraan pada kajian pendidikan

hukum dan kemasyarakatan karena berkaitan dengan tindakan pelanggaran hukum

yang melibatnya masyarakat umum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan

1. Untuk Masyarakat : mampu memberikan masukan-masukan kepada

masyarakat untuk sadar hukum dan taat peraturan berlalu lintas.

Diharapkan juga penelitian ini dapat meminimalisir pelanggaran yang

terjadi dan sering dilakukan oleh masyarakat Desa Bahway.

2. Untuk Aparat Kepolisian : Sebagai masukan kepada Polantas untuk

mensosialisasikan peraturan lalu lintas kepada masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya

Pendidikan Kewarganegaraan dengan wilayah hukum dan kemasyarakatan yang

mengkaji tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.
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2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini yaitu Persepsi Masyarakat Tentang Pelanggaran Lalu

Lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Taahun 2009 Desa Bahway

Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit

Kabupaten Lampung Barat.

4. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini adalah Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten

Lampung Barat.

5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sesuai dengan surat izin penelitian yang dikeluarkan

oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung No

2767/UN26/3/PL/2016 pada tanggal 12 April 2016 sampai dengan penelitian ini

selesai dilakukan pada tanggal 28 April 2016, dengan No surat

140/130/V.04.2011/4/2016
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Tentang Masyarakat

a. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan sebuah pemahaman dan pengetauan mengenai suatu

hal. Setiap orang mempunyai pendapat (persepsi) yang berbeda-beda

terhadap obyek rangsang yang sama. Perbedaan persepsi antara individu

dengan individu lainnya terhadap obyek tertentu tergantung pada

kemampuan seseorang dalam menanggapi, mengorganisir, dan

menafsirkan informasi tersebut.

Menurut Suranto Aw (2010:107) Persepsi merupakan proses
internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur
stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera,
secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas
stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai
proses individu dalam memahami kontak/ hubungan dengan dunia
sekelilingnya.

Menurut pendapat Young dalam Adrian (2010:1) yang dimaksud
dengan persepsi adalah aktivitas mengindra, mengintegrasikan dan
memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun obyek
sosial, dan pengindraan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan
stimulus sosial yang ada di lingkungannya. Sensasi-sensasi dari
lingkungan akan diolah bersama-sama dengan hal-hal yang telah
dipelajari sebelumnya baik hal itu berupa harapan-harapan, nilai-
nilai, sikap,ingatan, dan lain-lain.



10

Menurut kamus lengkap psikologi, chaplin (2006: 35) adalah:
1) Proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian

objektif dengan bantuan indera,
2) Kesadaran dari proses-proses organis,
3) (Titcener) satu kelompok penginderaan dengan

penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa
lalu,

4) Variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan,
berasal dari kemampuan organisasi untuk melakukan
pembedaan diantara perangsang-perangsang,

5) Kesaadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau
keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu
.

Menurut Sarwono (2009:51) menyatakan bahwa “Persepsi merupakan

pengalaman untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan

dan sebagainya itu selanjutnya di interorientasi.”

Pendapat di atas mengenai pengertian persepsi dijelaskan bahwa persepsi

merupakan proses mengetahui atau menyadari dalam menyampaikan

tanggapan mengenai kebenaran maupun sebaliknya mengenai sesuatu

yang diperoleh berdasarkan pengalaman, kemampuan serta penginderaan

yang dilakukan oleh manusia. Persepsi merupakan bagian dari stimulus

respon manusia terhadap suatu hal yang merangsang kinerja pengetahuan

mereka dalam menyadari suatu permasalahan baik setuju maupun tidak

setuju.

Wikipedia menjelaskan bahwa persepsi adalah sebuah proses saat

individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka

guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku individu sering

kali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada

kenyataan itu sendiri. Proses persepsi diartikan oleh wikipedia sebagai
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proses diatur oleh individu itu sendiri dalam menterjemahkan atau

mengartikan dan menyampaikan suatu pesan yang telah ia ketahui

kepada orang lain dan didasari pada kenyataan yang ia alami bukan pada

kenyataan yang ada.

Pendapat wikipedia di atas, didukung oleh pendapat Disederato dalam

Rakhmat yang menjelaskan bahwa persepsi muncul akibat hubungan

antara pengalaman serta kesan-kesan yang kemudian ditafsirkan sendiri

oleh individu melalui stimulus inderawi.

Persepsi yang dimiliki oleh seseorang tentu akan berbeda dengan

persepsi orang lain. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan,

pengalaman serta penafsiran seseorang terhadap suatu benda, contohnya

handphone. Ada yang menjelaskan bahwa handphone digunakan untuk

menelpon, tapi ada yang mengatakan bahwa handphone dapat digunakan

untuk membuka jaringan internet atau untuk bermain game dan lain

sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa persepsi seseorang terhadap

suatu hal dapat didasari oleh pengalaman, penafsiran serta pengetahuan

mereka terhadap hal tersebut namun secara umum fungsi dan kegunaan

dari benda atau hal tersebut menyimpulkan pada kesimpulan yang sama

yaitu misalnya handphone sebagai alat komunikasi.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa

persepsi adalah proses terorganisasinya pengalaman, pengetahuan,

penafsiran serta kenyataan yang dimiliki oleh seseorang guna
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menyampaikan pesan rangsangan informasi atau komunikasi kepada

orang lain melalui stimulus indera itu sendiri.

b. Pengertian Masyarakat

Dalam bahasa inggris masyarakat disebut society, asal kata sociotus yang

berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu

syirk yang artinya bergaul, ini karena ada bentuk-bentuk aturan hidup,

yang bukan disebabkan manisia sebagai perseorangan, melainkan oleh

unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan

kesatuan.

Menurut Koenjaraningrat (2012:122) “masyarakat merupakan kesatuan

hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu

yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa  identitas

bersama.”

Menurut Syani (2013:30) mendefinisikan bahwa: Masyarakat sebagai

community dapat dilihat dari dua sudut pandang; Pertama memandang

community sebagai unsur statis, artinya tertentu, maka ia menunjukkan

bagian dari kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai

masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil.

Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan

sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial, nilai-nilai

dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup

atau hidup bersama manusia. Kedua, community dipandang sebagai unsur
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yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses (nya) yang terbentuk

melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka didalamnya

terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang

sifatnya fungsional.

Menurut Parsons (2011:264) mendefinisikan “masyarakat sebagai suatu

jenis sistem sosial yang dicirikan oleh tingkat kecukupan diri yang relatif

bagi lingkungannya, termasuk sistem sosial yang lain.”

Menurut Comte dalam Syani (2012:31) “masyarakat merupakan

kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas yang baru

yang berkembang menurut pola perkembangnnya tersendiri.”

Menurut J.L Gilin dalam Syani (2012:32) “masyarakat merupakan

kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap,

dan persatuan yang sama.

Menurut Soekanto (2012:32), ciri-ciri dari masyarakat yaitu:

1. Masyarakat merupaka manusia yang hidup bersama

2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan beberapa ahli di atas

dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulam manusia

(individu) yang bertempat tinggal disuatu wilayah tetentu dan berinteraksi
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dalam kehidupan sosialnya, berkumpul dan saling ketergantungan antara

individu satu dan individu lainnya.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Walgito (2003:35) “agar stimulus dapat dipersepsi, maka

stimulus harus cukup kuat, stimulus harus melampaui ambang batas

stimulus, yaitu kekuatan stimulus yang minimal tetapi sudah dapat

menimbulkan kesadaran, sudah dapat dipersepsi oleh individu”.

Menurut Krech dan Crutchfield (1975) dalam Rakhmad (1994: 55-59)

faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat dikategorikan menjadi:

1. Faktor Fungsional

Faktor fungsional dihasilkan dari kebutuhan, kegembiraan (suasana

hati), pelayanan, dan pengalaman masa lalu seseorang individu.

Faktor kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal lain yang termasuk

dalam faktor personal yang menentukan persepsi bukan jenis atau

stimulan tetapi karakteristik seseorang yang memberikan respon

pada stimulan itu.

2. Faktor-faktor struktural

Faktor-faktor struktural berarti bahwa faktor-faktor tersebut timbul

tau dihasilkan dari bentuk stimuli dan efek-efek netral yang

ditimbulkan dari sistem saraf individu yang meliputi:

a. Kemampuan berfikir
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b. Daya tangkap duniawi

c. Saluran daya tangkap yang ada pada manusia

3. Faktor-faktor situasional

Faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Petunjuk

proksemik, petunjuk kinestetik, petunjuk wajah, petunjuk

paralinguistik adalah beberapa dari faktor situasional yang

mempengaruhi persepsi

4. Faktor personal

Faktor personal ini terdiri atas pengalaman, motivasi dan

kepribadian. Sholeh (2009:128) menjelaskan persepsi lebih bersifat

psikologis daripada merupakan proses penginderaan saja maka ada

beberapa faktor yang mempengaruhi:

1. Perhatian yang selektif, individu memusatkan perhatiannya pada

rangsang-rangsang tertentu saja.

2. Ciri-ciri rangsang, rangsang yang bergerak di antara rangsang

yang diam akan lebih menarik perhatian.

3. Nilai dan kebutuhan individu

4. Pengalaman dahulu, pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi

bagaimana seseorang mempersepsi dunianya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat berupa suasana

hati (mood), sistem dan pertukaran zat dalam tubuh, pengalaman

nilai-nilai yang dianut oleh individu yang bersangkutan, serta
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bentuk-bentuk stimulus yang mempengaruhi proses selektif terhadap

stimulus.

d. Proses terbentuknya persepsi

Manusia secara umum menerima informasi dari lingkungan lewat proses

yang sama, oleh karena itu dalam memahami prsepsi harus ada proses

dimana ada informasi yang diperoleh lewat memori organisme yang

hidup. Fakta ini memudahkan peningkatan persepsi individu, adanya

stimulus yang mempengaruhi individu yang mencetus suatu pengalaman

dari organisme, sehingga timbul berpikir yang dalam proses perceptual

merupakan proses yang paling tinggi.

Menurut Mulyana (2005) “persepsi sosial adalah proses menangkap

arti obyek-obyek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam

lingkungan kita”. Manusia bersifat emosional, sehingga penilaian

terhadap mereka mengandung resiko. Setiap orang memiliki gambaran

yang berbeda mengenai realitas di sekelilingnya. Prinsip penting yang

menjadi pembenaran mengenai persepsi soaial adalah:

1. Persepsi berdasarkan pengalaman. pola-pola prilaku manusia

berdasarkan persepsi mereka mengenai realitas (social) yang telah

dipelajari (pengalaman) ketiadaan pengalaman terdahulu dalam

menghadapi suatu obyek jelas akan membuat seseorang menafsirkan

obyek tersebut berdasarkan dugaan semata, atau pengalaman yang

mirip.
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2. Persepsi bersifat selektif. Alat indera kita bersifat lemah dan selektif

(selective attention). Apa yang menjadi perhatian kita lolos dari

perhatian orang lain, atau sebaliknya. Ada kecendrungan kita melihat

apa yang kita lihat, kita mendengar apa yang ingin kita dengar.

Atensi kita pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang

menentukan selektivitas kita atas rangsangan tersebut. Perhatian

adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi

menonjol dalam kesadaran pada stimuli lainnya melemah.

3. Persepsi bersifat dugaan. Oleh karena data yang kita peroleh

mengenai objek lewat penginderaan tidak pernah lengkap, persepsi

merupakan loncatan langsung pada kesimpulan. Seperti proses

seleksi, langkah ini dianggap perlu karena kita tidak mungkin

memperoleh seperangkat rincian yang lengkap kelima indera kita.

Proses persepsi yang bersifat dugaan itu memungkinkan kita

menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari

suatu sudut pandang manapun. Dengan demikian, persepsi juga

adalah suatu proses pengorganisasian informasi yang tersedia,

menempatkan rincian yang kita ketahui dalam suatu skema

organisasional tertentu yang memungkinkan kita peroleh suatu

makna lebih umum.
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4. Persepsi bersifat evaluatif. Tidak ada persepsi yang bersifat obyektif,

karena masing-masing melakukan interpretasi berdasarkan

pengalaman masa lalu dan kepentingannya. Persepsi adalah suatu

proses kognitif psikologis yang mencerminkan sikap, kepercayaan,

nilai dan pengharapan persepsi brsifat pribadi dan subyektif yang

digunakan untuk memaknai persepsi.

5. Persepsi bersifat kontekstual. Konteks merupakan salah satu

pengaruh paling kuat. Konteks yang melingkungi kita ketika kita

melihat seseorang, suatu objek atau suatu kejadian sangat

mempengaruhi struktur kognitif, pengharapan dan oleh karenanya

juga persepsi kita. Interpretasi makna dalam konteksnya adalah suatu

faktor penting dalam memahami komunikasi dan hubungan sosial.

Struktur objek atau kejadian berdasarkan prinsip kemiripan atau

kedekatan dan kelengkapan.

e. Pengertian lalu lintas

Secara  harafiah  istilah  lalu  lintas  dapat  diartikan  sebagai  gerak

(bolak-balik)  manusia  atau  barang  dari suatu  tempat  ke  tempat

lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk  memahami

pengertian  lalu  lintas  tersebut,  penulis mengemukakan beberapa

pengertian lalu lintas baik menurut UULLDAJ, maupun  pendapat

pakar  hukum.  Menurut  pasal  1  angka  2  UULLDAJ,“Lalu lintas

adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

Sementara  menurut  W.J.S.  Poerwodarminto  (1976  :  164)  bahwa

lalu lintas adalah:
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1.  Perjalanan bolak-balik.

2.  Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.

3. Perhubungan antara sebuah tempat.

Dari  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  lalu  lintas  adalah

setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan  sarana di

ruang lalu  lintas  jalan  sebagai  suatu  sarana  utama  untuk  tujuan

yang  ingin dicapai. Menyadari  peranan  transportasi,  maka  lalu

lintas  ditata  dalam sistem  transportasi  nasional  secara  terpadu  dan

mampu  mewujudkan tersedianya  jasa  transportasi  yang  serasi

dengan  tingkat  kebutuhan  lalu lintas  yang  tertib,  selamat,  aman,

nyaman,  cepat,  teratur,  lancar  dan dengan biaya yang terjangkau

oleh masyarakat. Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan

keunggulan tersendiri perlu  dikembangkan  dan  dimanfaatkan

sehingga  mampu  menjangkau seluruh  wilayah  elosok  daratan

dengan  mobilitas  tinggi  dan  mampu memadukan modal transportasi

lain.Pengembangan  lalu  lintas  yang  ditata  dalam  kesatuan  sistem

dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasikan unsurnya

yang terdiri  dari  jaringan  transportasi  jalan  kendaraan  beserta

pengemudinya, peraturan-peraturan  dan  metode  sedemikian  rupa

sehingga  terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan

berhasil. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu

diselenggarakan  secara berkesinambugan dan  terus  ditingkatkan

agar  lebih  luas  daya  jangkau  dan  pelayanan kepada  masyarakat

dengan  memperlihatkan  sebesar-besarnya kepentingan umum dan
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kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara

wewenang pusat dan daerah  serta unsur instansi sektor dan  antar

unsur  terkait  serta  terciptanya  keamanan  dan  ketertiban

masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan,

sekaligus dalam  rangka  mewujdkan  sistem  transportasi  nasional

yang  handal  dan terpadu.

f. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas

dan angkutan jalan (UULLDAJ).

Jenis-jenis  pelanggaran  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  meliputi

sebagi berikut :

1.Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi,

membahayakan lalu lintas yang dapat menimbulkan

kerusakan jalanan.

2.Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu

lalu lintas, marka dan lain-lain (pasal 275 UULLDAJ).

3.Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak

singgah di terminal (pasal 276 UULLDAJ).

4.Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan

berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-

lain (pasal 278 UULLDAJ).
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5.Mengemudikan kendaran bermotor yang dipasangi perlengkapan

yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (pasal 279

UULLDAJ).

6.Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomor

ditetapkan Kepolisian Republik  Indonesia  (pasal  280 UULLDAJ).

7.Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin

Mengemudi (pasal 281 UULLDAJ).

8.Pengguna  jalan  tidak  patuhi  perintah yang  diberikan  petugas

POLRI (pasal 282 UULLDAJ).

9.Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan

melakukan kegiatan lain,dipengaruhi suatu keadaaan dan dapat

mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (pasal

283 UULLDAJ).

10.Mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengutamakan

keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (pasal  284 UULLDAJ).

11.Mengendarai kendaraan bermotor tidak penuhi persyaratan teknis

dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (pasal 285

UULLDAJ).

12.Mengemudikan  kendaraan  bermotor  melanggar  rambu  lalu

lintas dan marka jalan (pasal 287 UULLDAJ).

13.Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda

Nomor Kendaraan (STNK), tidak dapat menunjukkan SIM, dan

tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji

berkala (pasal 288 UULLDAJ).
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14.Mengemudikan kendaraan bermotor/penumpang yang duduk di

samping tidak dikenakan sabuk pengaman (pasal  289 UULLDAJ).

15.Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak

mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (pasal 290

UULLDAJ).

16.Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm SNI (pasal 291

UULLDAJ).

17.Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut

penumpang lebih dari satu orang (pasal 292 UULLDAJ).

18.Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalahkan lampu

utama pada siang dan malam hari dalam kondisi tertentu (pasal

293 UULLDAJ).

19.Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik

arah, tanpa beri isyarat  dengan lampu atau tangan (pasal 294

UULLDAJ)

20.Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah lajur atau

bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (pasal  295

UULLDAJ).

21.Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara Kereta

Api (KA) dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah

berbunyi, palang pintu Kereta Api (KA) mulai ditutup (pasal 296

UULLDAJ).

22.Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (pasal 297

UULLDAJ).
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23.Mengemudikan kendaraan bermotor tidak pasang segitiga

pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada

saat berhenti parkir/darurat (pasal 298 UULLDAJ).

24.Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan

bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (pasal 299

UULLDAJ).

25.Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan/lajur kiri,tidak

hentikan kendaraan selama menaikkan penumpang, tidak tutup

kendaraan selama berjalan (pasal 300 UULLDAJ).

26.Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak

menggunakan kelas jalan (pasal 301 UULLDAJ).

27.Mengendarai kendaraan bermotor  umum  berhenti  selain  di

tempat yang ditentukan, ngerem, turunkan penumpang selain di

tempat pemberhentian (pasal 302 UULLDAJ).

28.Mengemudikan mobil  barang  untuk  angkut  orang  (pasal  303

UULLDAJ).

29.Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu

yang menaikkan/turunkan penumpang lain di sepanjang jalan

(pasal 304 UULLDAJ).

30.Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang

khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (pasal 305 UULLDAJ).

31.Mengemudikan  kendaraan  bermotor  angkutan  umum  barang

yang tidak  patuhi  tata  cara  muatan,  daya  angkut  dan  dimensi

kendaraan (pasal 306 UULLDAJ).
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32.Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati

surat muatan dokumen perjalanan (pasal 307 UULLDAJ).

33.Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak

memiliki izin, angkutan  orang  dalam  trayek,  angkutan  orang

tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan

menyimpang dari izin (pasal 308 UULLDAJ).

34.Tidak asuransikan tanggung jawabnya untuk ganti rugi

penumpang, barang, pihak ketiga (pasal 309 UULLDAJ).

35.Tidak asuransikan awak kendaraan dan penumpang (pasal 303

UULLDAJ).

g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Kenyataan menunjukkan semakin pentingnya arti perundang-undangan

sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia dewasa ini. Undang-

Undang Dasar atau konstitusi sebuah negara dapat diartikan sebagai

suatu bentuk pengaturan tentang berbagai aspek yang mendasar dalam

sebuah negara, baik aspek hukum maupun aspek lainnya yang

merupakan kesepakatan masyarakat untuk diatur.

Menurut KC Wheare konstitusi adalah keseluruhan sistem ketata

negaraan dari suatu negara berupa kempulan peraturan-peraturan yang

membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu

negara. Peraturan disini merupakan gabungan antara ketentuan-ketentuan

yang memiliki sifat hukum (legal) dan yang tidak memiliki sifat hukum

(non legal).
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Lebih lanjut C.F Strong mengatakan bahwa konstitusi memiliki

kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi

politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka

mewujudkan tujuannya dalam bentuk negara.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka undang-undang atau

konstitusi adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur berbagai

aspek dalam sebuah negara yang memiliki sifat hukum.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah Undang-undang terbaru

tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini diharapkan

dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat memberikan keamanan

dan keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan.

Dibandingkan dengan undang-undang terdahulu tentang lalu lintas dan

angkutan jalan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 sanksinya lebih tegas dan jelas. Ada

beberapa poin penting terjadinya perubahan  dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kewenangan polantas dalam mengatur

lalu lintas. Bahkan undang-undang tersebut dinilai lebih lengkap karena

memiliki 22 bab dan 326 pasal. Sedangkan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1992 yang selama ini digunakan hanya memiliki 16 bab dan 74

pasal.

Pada dasarnya, setiap undang-undang yang dibuat oleh penyelenggara

negara memiliki tujuan yang baik. Sayangnya, sebagian pihak
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menganggap adanya peraturan hanya mengekang kebebasan mereka

dalam berbuat sesuatu. Namun sebenarnya, pada dasarnya peraturan lalu

lintas yang dibuat oleh pemerintah tidak dimaksudkan memberikan

beban tambahan bagi masyarakat. Sebab, sebagaimana dijelaskan dalam

Bab 1 pasal 3 UU Lalu Lintas No.22 Tahun 2009, terdapat tiga tujuan

utama dibuatnya peraturan lalu lintas tersebut.

Tujuan pertama pembuatan peraturan di bidang lalu lintas adalah

mewujudkan pelayanan lalu lintas serta angkutan jalan yang aman,

selamat, tertib lacar dan terpadu. Dengan demikian padaa setiap alat

transportasi yang berhubungan dengan aktifitas lalu lintas, mampu saling

mendukung untuk memberikan nilai positif dalam proses pembangunan.

Sehingga nantinya hal ini mampu mendorong peningkatan sistem

ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada

umumnya. Ketertiban dibidang lalu lintas ini sering kali dianggap

mencerminkan  budaya sebuah bangsa.

Tujuan kedua yaitu menciptakan budaya tertib di jalan raya secara tidak

langsung akan mendidik masyarakat untuk belajar tentang etika. Dimana

interaksi di jalan raya, setiap masyarakat harus memiliki rasa toleransi

dan saling menghargai antara satu sama lain.

Tujuan ketiga, dengan adanya peraturan dibidang lalu lintas, menjadi

sebuah payung hukum bagi setiap orang. Sehingga, akan didapatkan

kepastian penegakan hukum bagi mereka yang ada di jalan raya. Hal ini

akan diberlakukan bagi semua orang tanpa ada pengecualian. Dengan
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maksud menciptakan kesamaan setiap masyarakat didepan hukum yang

berlaku.

Sebagaimana tujuan dari penetapan undang-undang tersebut, maka segala

kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas harus memperhatikan

larangan dan anjuran yang berlaku.

Beberapa poin penting diantaranya tercantum pasal 59 tentang lampu

isyarat, yatu sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi

dengan lampu isyarat dan/atau sirine.

2. Lampu isyarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

warna:

a. Merah

b. Biru, dan

c. Kuning

3. Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirine sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki

hak utama.

4. Lampu isyarat warna kuning sebagai mana yang dimaksud pada ayat

(2) huruf c sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan lain.

5. Pengguna lampu isyarat dan sirine sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
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a. lampu isyarat warna biru dan sirine digunakan untuk Kendaraan

Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. lampu isyarat warna merah dan sirine digunakan untuk kendaraan

Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia,

pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah.

c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirine digunakan untuk

Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan

prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan

pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan

barang khusus.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara

pemasangan lampu isyarat dan sirine sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan peraturan pemerintah.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat

dan sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Kepala

Kepolisian Negara Indonesia.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena adanya

ketidaksesuaian kondisi saat ini. Pada undang-undang baru ini telah

diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian

tegas dalam pengaturannya.

Undang-undang ini berdasar pada semangat bahwa penyelenggaraan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor harus

dilaksanakan secara terkordinasi oleh para pembina beserta para
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pemangku kepentingan lainnya. Untuk menekan angka kecelakaan dan

pelanggaran lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan

diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup

upaya pembinaan sumber daya manusia.

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaran lalu lintas dan angkutan

jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, undang-

undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan

bermotor. Setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi

menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran

lingkungan wajib dilakukan dengan uji berkala.

Dalam undang-undang ini, penerapan dan pengaturan sanksi pidana

diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan

sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun

terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan

sanksi yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat

menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu

membebani masyarakat.

Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan

perbuatan hal yang tidak baik.
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2. Untuk mendidik orang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik

menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan

lingkungannya.

Selain sanksi pidana, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai

sanksi administratif, diantaranya yaitu tentang pemberian denda.

Undang-undang ini diharapkan benar-benar berlaku efektif dan tidak

menjadi alat bagi siapapun untuk mengeruk kepentingan pribadi atau

golongan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan guna memprioritaskan keselamatan dan

kenyamanan pengguna jalan seperti pengguna mobil, motor, sepeda,

pejalan kaki atau sekedar penyebrang jalan. Beberapa hal yang patut

diperhatikan dalam undang-undang ini adalah:

1. Tidak mempunyai SIM

Menurut Pasal 281, apabila pengendara kendaraan bermotor tidak

memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bisa dikenakan denda paling

banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atau dipidana kurungan

paling lama 4 bulan. Jadi, selalu bawa SIM anda setiap kali

mengendarai motor.

2. Tidak Membawa STNK

Jika lupa membawa STNK harap waspada, karena menurut pasal

288 setiap pengendara roda dua dijalan raya tidak dilengkapi
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dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau surat tanda

coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagaimana dapat dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3. Helm Standar

Selalu pakailah helm SNI saat mengendarai sepeda motor, baik

pengemudi maupun penumpang motor. Karena menurut Pasal 291

bagi setiap pengemudi dan penumpang sepeda motor yang tidak

mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dipidana

kurungan paling lama sebulan atau denda paling banyak

Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah.

4. Kelengkapan motor

Bagi pengendara roda dua di jalan yang tidak memenuhi

persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion,

klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat

pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman

alur ban, mengacu pada Pasal 285 dapat dikenai denda paling

banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau

pidana kurungan paling lama 1 bulan.

1. Rambu dan Markah

Jangan abaikan rambu dan markah jalan, karena di Pasal 287 pengendara

motor di jalan yang melanggar aturan pemerintah atau larangan yang

dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dapat dipidana
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dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Nyalakan Lampu Utama

Selalu nyalakan lampu utama motor anda di Jalan pada siang maupun

malam hari. Karena menurut Pasal 293, jika anda tidak menyalakan

lampu utama pada motor anda di malam hari, anda bisa dikenakan pidana

kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bila sebelumnya light on disiang hari

hanya dianjurkan, sekarang diwajibkan. Jika tidak menyalakan  lampu

utama di siang hari maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 15 hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu

rupiah).

3. Belok Kiri

Kalau dulu biker dapat langsung belok kiri meskipun saat itu lampu lalu

lintas menunjukkan warna merah. Sekarang tidak diperbolehkan lagi.

Karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 112,

pengemudi kendaraan dilarang langsung belok kiri, kecuali ditentukan oleh

rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Bagi pelanggar akan

ditilang dan dikenakan denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh

ribu rupiah).

4. Mengemudi tidak konsentrasi

Hati-hati buat biker yang suka menelpon sambil mengendarai motor,

bisa terkena sangsi pasal 283. Menurut pasl ini bagi yang

mengemudikan kendaraan bermotor dijalan secara tidak wajar dan
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melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang

mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dapat

dipidana dengan pidana kurungan paing lama 3 bulan atau denda paling

banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratuh lima puluh ribu rupiah)

Oleh karena itu menjadi semakin pentinglah pengetahuan tentang

perundang-undangan. Pengetahuan perundang-undangan akan dapat

memberikan pengertian- pengertian antara lain:

1. Tentang norma-norma hukum dan tata atau hirakinya.

2. Lembaga-lembaga negaara yang berwenang membuat perundang-

undangan.

3. Lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai wewenang di bidang

perundang-undangan.

4. Tata susunan norma-norma hukum Negara Republik Indonesia.

5. Jenis-jenis perundang-undangan beserta dasar hukumnya.

6. Asas-asas dan syarat-syarat serta landasan-landasannya.

7. Pengundangan dan pengumumannanya.

8. Teknik perundang-undangan dan proses pembentukannya.

Selanjutnya pengetahuan perundang-undangan perlu sebagai bekal para

petugas yang bekerja di biro-biro hukum instansi pemerintah ataupun

perusahaan-perusahaan yang senantiasa mempergunakan perundang-

undangan dan membuat peraturan-peraturan.

Sesuai dengan penjelasan umum UUD 1945 bahwa Negara Republik

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak
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berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini mengandung arti bahwa Negara

dan Pemerintah dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus

dilandasi hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara

hukum.

Dengan berlakunya undang-undang ini , Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku. Untuk menghindari kekosongan hukum,

semua peraturan pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-

undang ini.

B. Kerangka Pikir

Menurut Hari Mujiman (1981 : 32) “bahwa yang dimaksud kerangka pikir

adalah konsep yang terdiri dari hubungan antara sebap akibat, atau disebut

juga kausal hipotesa antara variabel bebas dan variabel dan variabel terikat

dalam rangka memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang

diteliti.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLUAJ

bahwa dalam berkendara harus dilengkapi dengan pelengkapan yang

standar dan layak jalan.

Dalam kenyataannya fakta dilapangan tidak sesuai dengan ekspektasi,

masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam berlalu

lintas, karena menganggap remeh peraturan perundang-undangan yang
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berlaku. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dalam penelitian ini dapat

digambarkan pada bagan kerangka pikir berikut ini:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Persepsi Masyarakat
(Variabel X) :

1. Pemahaman
2. Tanggapan
3. Harapan

UU NO 22 Tahun 2009
(Variabel Y):

1. Peraturan Lalu
Lintas

2. Pelanggaran Lalu
Lintas

3. Sanksi
Pelanggaran
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode

penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Creswell dalam

Noor (2012: 34) penelitian deskriptif merupakan suatu gambaran kompleks,

meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan

studi pada situasi yang alami.

Menurut Emzir (2012: 143) “penelitian deskriptif merupakan bentuk

penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan

tertutup dari fenomena socio cultural”.

Menurut Kirk dan Miller dalam Emzir (2012: 9) mengartikan bahwa

“penelitian deskriptif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu penngetahuan

sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan manusia baik

dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”. Menurut Noor (201: 33)

penelitiandeskriptif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki, pada pendekatan ini,

penelitian menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan

erat antara peneliti dan subjek yang diteliti”.
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Menurut Suryabrata (2012: 76) penelitian deskriptif adalah penelitian yang

bermaksud untuk membuat pencandraan mengenai situasi-situasi atau

kejadian-kejadian.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan suatu

fenomena sosial atau kejadian-kejadian nyata di lapangan melalui

observasi lapangan oleh peneliti. Oleh sebab itu penelitian ini sangat tepat

untuk menjelaskan persepsi masyarakat terhadap Undang-undang Nomor

22 Tahun 2009 tentang Pelanggaran di Desa Bahway Kecamatan Balik

Bukit Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan pendekatan penelitian yang

digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena

keunikan di dalam penelitiannya dan kajian naturalistik pada fenomena

sosial yang sedang terjadi.

B. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Babbie dalam Sukardi ( 2008 : 53) “populasi merupakan

elemen penelitian yang hidup dan tinggal bersama-sama dan secara

teoritis menjadi target hasil penelitian”.

Sedangkan menurut Arikunto (2006: 130) menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan “populasi adalah keseluruhan subjek

penelitian.Apakah seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di
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wilayah penelitiannya, maka penelitiannya merupakan penelitian

ilmiah”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor di Desa

Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat .

b. Sampel

Menurut Arikunto (2006: 131) “sampel merupakan sebagian atau

wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita

bermaksud menggeneralisasikan hasil penelitian sampel”.

Menentukan besarnya sampel, penulis berpedoman pada pendapat

Arikunto, yaitu sebagai berikut:

Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari
100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya
merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya
besardari 100 dapat diambil 10% - 20% atau 20% -25% atau lebih,
tergantung setidak-tidaknya dari:

1. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana
2. Sempitnya wilayah pengamatan dari setiap subjek karena

menyangkut hal banyak sedikitnya data
3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti

Berdasarkan pendapat di atas, maka jumlah sampel yang digunakan

penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 33 sampel, dengan ketentuan

10% dari 338 kepala keluarga yang berada di Desa Bahway Kecamatan

Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
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Berikut ini merupakan data untuk memperjelas jumlah sampel dalam

penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.1 Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Bahway
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

No Dusun Jumlah KK di Desa
Bahway

Jumlah  KK yang
memiliki
kendaraan
bermotor

1 Dusun 1 97 85

2 Dusun 2 124 96

3 Dusun 3 117 97

Jumlah 338 278

Sumber: Peratin Pekon Bahway Tahun 2015

C. Variabel Penelitian

Menurut Noor (2012: 47) “variabel penelitian merupakan kegiatan menguji

kecocokan antara teori dan fakta empiris di dunia nyata”.Menurut Suryabrata

(2012: 25) “variabel merupakan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi

objek pengamatan penelitian”.

Menurut Arikunto (2006: 118) “variabel merupakan objek penelitian, atau

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Berdasarkan pendapat

diatas menunjukkan bahwa variabel merupakan segala sesuatu yang akan

menjadi objek atau titik perhatian dalam sebuah penelitian.

Di dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas (X)

dan variabel terikat (Y) sebagai berikut:
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1. Variabel bebas yaitu persepsi masyarakat (X)

2. Variabel terikat yaitu UU No.22 Tahun 2009 (Y)

D. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual variabel adalah penegasan serta penjelasan sesuatu

konsep dengan menggunakan konsep-konsep (kata-kata), yang tidak harus

menunjukkan deskriptor, indikatornya dan bagaimana mengukurnya (Tatang

Amirin, 2010: 10).

Definisi konseptual diperlukan dalam penelitian karena definisi itu akan

mempertegas masalah apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini membahas

tentang:

a. Persepsi

Persepsi merupakan sebuah pemahaman dan pengetauan mengenai suatu

hal. Setiap orang mempunyai pendapat (persepsi) yang berbeda-beda

terhadap obyek rangsang yang sama. Perbedaan persepsi antara individu

dengan individu lainnya terhadap obyek tertentu tergantung pada

kemampuan seseorang dalam menanggapi, mengorganisir, dan

menafsirkan informasi tersebut.

b. Masyarakat

Dalam bahasa inggris masyarakat disebut society, asal kata sociotus yang

berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu

syirk yang artinya bergaul, ini karena ada bentuk-bentuk aturan hidup,

yang bukan disebabkan manisia sebagai perseorangan, melainkan oleh
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unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan

kesatuan.

c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Menurut KC Wheare konstitusi adalah keseluruhan sistem ketata

negaraan dari suatu negara berupa kempulan peraturan-peraturan yang

membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu

negara. Peraturan disini merupakan gabungan antara ketentuan-ketentuan

yang memiliki sifat hukum (legal) dan yang tidak memiliki sifat hukum

(non legal).

d. Lalu Lintas

Secara  harfiah  istilah  lalu  lintas  dapat  diartikan  sebagai  gerak (bolak

balik)  manusia  atau  barang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lainnya

dengan menggunakan sarana jalan umum. Menurut  pasal  1  angka  2

UULLDAJ, “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu

lintas jalan”.

E. Definisi Operasional Variabel

Untuk  dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai jenis-jenis variabel

pada penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional dari variabel yang

berarti variabel tersebut dapat diartikan lebih lanjut penjelasannya dan dapat

diukur. Definisi operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:
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1. Persepsi masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang pelanggaran lalu lintas di Desa Bahway Kecamatan Balik

Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Berkaitan dengan persepsi masyarakat, maka dapat dijabarkan

indikatornya sebagai berikut:

1. Pemahaman

2. Tanggapan

3. Harapan

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan tentang

peraturan lalu lintas dalam berkendara, beserta atribut yang harus

dilengkapi,maka dapat dijabarkan indikator yang dapat diukur adalah

paham, kurang paham, dan tidak paham mengenai:

1. Peraturan Lalu Lintas
2. Pelanggaran Lalu Lintas
3. Sanksi Pelanggaran

F. Rencana Pengukuran Variabel

Variabel yang diukur dalam rencana penelitian ini adalah persepsi masyarakat

(X) dengan indikator, pemahaman, tanggapan, dan harapan. Selanjutnya

variabel (Y) tentang Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Undang-Undang

No.22 Tahun 2009 dengan indikator yang akan di ukur adalah Peraturan Lalu

Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas serta sanksi pelanggaran.
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G. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu cara dalam melengkapi penelitian ini adalah menggunakan teknik

pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat data yang lengkap

yang nantinya dapat mendukung kenerhasilan dalam penelitian ini.

1. Teknik Pokok

a. Metode Angket

Teknik pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

angket.Metode angket dalam penelitian ini dipakai untuk memperoleh

data yang utama dan dianalisis. Adapun jenis angket yang digunakan

angket yang dimana telah menyediakan alternatif jawaban yang harus

dipilih responden tanpa memberikan jawaban yang lain. Masing-

masing mempunyai skor atau bobot yang berbeda yaitu:

1. Alternatif jawaban a diberi skor 3

2. Alternatif jawaban b diberi skor 2

3. Alternatif jawaban c diberi skor 1

2. Teknik Penunjang

a. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencatat data yang tertulis

tentang jumlah masyarakat di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit

Kabupaten Lampung Barat. Kemudian mencari buku untuk

mendapatkan berbagai konsep dan informasi yang bersifat teoritis
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yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Kegiatan ini

dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai literatur dan

bahan bacaan untuk menemukan konsep yang berhubungan dengan

penelitian ini dan menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data yang objektif

berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Wawancara kepada

responden diajukan menggunakan beberapa pertanyaan yang

bermaksud untuk mencari informasi secara langsung dari responden

yang bersangkutan.Adapun wawncara dalam penelitian ini dilakukan

terhadap masyarakat di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit

Kabupaten Lampung Barat.

H. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas Alat Ukur

Dalam penelitian ini untuk menentukan validitas item soal dilakukan

kontrol langsung terhadap teori-teori yang menghasilkan indikator-

indikator yang dipakai. Validitas yang digunakan yaitu logical validity,

dengan cara melakukan penalaran berdasarkan teori-teori konsep yang ada

dalam variabel yang keabsahannya disahkan oleh pembimbing.
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b. Uji Reliabilitas

Uji angket digunakan untuk menguji apakah alat ukur bisa dipakai atau

tidak. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk uji reliabilitas angket

yaitu:

a. Uji coba dengan 10  orang diluar responden

b. Hasil uji coba dikelompokkan dalam item ganjil dan genap

Kemudian hasil item ganjil dan genap dikorelasikan ke dalam rumus

product moment menurut (Hadi, 1989:318) yaitu:

= ∑ − (∑ ) (∑ )∑ x (∑ ) ∑y (∑ )
Keterangan:= Hubungan variabel x dan y

x = Variabel bebas

y = Variabel terikat

n = Jumlah sampel

Menurut Hadi (1989:37) untuk mengetahui koefisien seluruh angket

digunakan rumus Sperman Brown sebagai berikut:= ( )( )
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Keterangan:

= Koefisien seluruh tes

= Koefisien Korelasi item ganjil dan genap

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabiilitas sebagai

berikut:

0,90-1,00 : Reliabilitas tinggi

0,50-0,89 : Reliabilitas tinggi

0,00-0,49: : Reliabilitas rendah

I. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari penyebarann angket, langkah selanjutnya adalah

melakukan analisis data. Dalam menganalisis dan mengolah data serta

mengetahui tingkat kebenaran responden, digunakan rumus persentase yang

dikemukakan menurut Sutrisno Hadi (1986: 12) sebagai berikut:=
Keterangan:

I = Interval

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori
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Selanjutnya untuk mengolah data dan menganalisis data serta mengetahui

tingkat kebenaran responden, digunakan rumus persentase menurut

Muhammad Ali (1985:184) sebagai berikut:= x100%
Keterangan:

P = Persentase

F = Jumlah jawaban dari seluruh item

N = Jumlah perkalian item dengan responden

Menurut Suharsimi Arikunto (1986:196) untuk mendefinisikan banyaknya

persentase yang diperoleh  digunakan kriteria sebagai berikut:

76% - 100% = Baik

56% – 75% = Sedang

40% - 55% = Tidak Baik
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa persepsi

masyarakat tentang pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2009 adalah cenderung positif hal ini dapat dilihat dari

pemahaman tanggapan dan harapan masyarakat Desa Bahway terhadap

pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Ini berarti masyarakat setuju dengan

adanya peraturan lalu lintas dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu

lintas jadi pengendara harus menaati peraturan lalu lintas yang berlaku.

Hal ini sangat berkaitan dengan kewajiban masyarakat yang harus menaati

hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya Undang-undang Nomor 22

tahun 2009. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas seperti

kewajiban memiliki SIM, menggunakan helm SNI, kendaraan harus

dilengkapi dengan kaca spion dan masih banyak lainnya.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat

penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat agar dapat patuh terhadap peraturan lalu lintas yang

berlaku seperti melengkapi persaratan berkendara dan menaati rambu-

rambu lalu lintas yang ada. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan

taat hukum yang harus dilakukan oleh kita selaku warga negara yang baik.

2. Bagi aparat kepolisian agar lebih menyebarluaskan lagi tentang peraturan

atau Undang-undang lalu lintas yang berlaku dengan mengadakan

sosialisasi ke desa-desa sebagai salah satu wujud bakti terhadap negara ,

menindak pelaku pelanggaran sesuai prosedur yang ada, dan tidak

menerima suap.
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